PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Jalan Dharma Praja |l No. 1 Trikora Banjarbaru Website:disdik.kalselprov.go.id

EEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 0002 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN GURU NON PNS DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan
menengah dan pendidikan khusus yang semula menjadi
urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan menjadi
urusan Pemerintah Provinsi;

bahwa untuk membantu proses pembelajaran dan pelayanan
administrasi pada satuan pendidikan Sekolah Menengah
Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah
Luar Biasa Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, perlu mengangkat
Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS;

bahwa Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS
sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas merupakan
Guru dan Tenaga Kependidikan yang berperan dalam
penyelenggaraan pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1986 Jo.Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat | Kalimantan
Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner



10.

11.

12.

13.

Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentans
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 200

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik [Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738),
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4941),
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas
Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);
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14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun
2020 Tentang Pedoman Pemberian Honorarium Bagi Guru
dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada
Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Selatan,

15. Keputusan  Gubernur Kalimantan  Selatan  Nomor
188.44/012/KUM/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang
Pembayaran dan Besaran Honor Guru dan Tenaga
Kependidikan Non PNS pada Satuan Pendidikan di
Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU . Keputusan Kcpala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Selatan Tentang Pengangkatan Guru Non PNS dan
Tenaga Kependidikan Non PNS pada Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan
Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

KEDUA . Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada Satuan
Pendidikan dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I, I dan IIl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Tugas Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS

KETIGA
dimaksud pada Diktum KEDUA adalah:

Guru Non PNS adalah pendidik dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus;

b. Tenaga Kependidikan Non PNS yang bertugas dan
bertanggungjawab dalam proses administrasi pelayanan yang
mendukung pelaksanaan pembelajaran terdin dari
Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian, Keuangan,
Sarana dan Prasarana, Hubungan Sekolah dengan
Masyarakat, Persuratan dan Pengarsipan, Kesiswaan,
Kurikulum, Penjaga Sekolah, Tukang Kebun, Tenaga
Kebersihan, Pengemudi dan Pesuruh.

a.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Seiatan DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor
A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2021 Tahun Anggaran 2021,

KETIGA
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"KEEMPAT  : Keputusan ini mu

Tembusan Yth :
1. Gubernur Kalimantan Selatan di
2. Kepala Badan Keuangan Daerah
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: NO SEKOLAH NAMA TEMPAT TANGGAI LAHIR Tmnlcucmﬂunu -
26 [SMKN 1 BARABAI MUHAMMAD RAMADHANL SPd.I RANTAU KEMINTING, 20 AGUSTUS 1979 s1
27 |SMKN 1 BARABAI MUHAMMAD YUSERAN, S.Pd1 BENUA ASAM, 25 SEPTEMBER 1983 s1
28 [SMKN 1 BARABAI H. M. HAIRONIE IFANSYAH, S.PD WAKE, 14 DESEMBER 1982 s1
29 [SMKN 1 BARABAI LIA SAFITRI, S.Pd HANTAKAN, 23 MARET 1993 s1 BIMBINGAN pmf S
30 [SMKN 1 BARABAI SEPTIADI SURYANA, S.Pd BARABAI, 15 SEPTEMBER 1990 s1 PENJASKES meﬂ
31 |SMKN 1 BARABAI MUHAMMAD ASWAN, S.Pd AWANG, 12 JANUARI 1989 s1 BIMBINGAN DAN nousﬁﬁ& '
32 |SMKN 1 BARABAI SAMSUL ARIFIN, S.Pd BARABAL, 06 MEI 1989 s1 Bmammnmkonsgﬁ'ﬂ
33 |SMKNEGERI 2 BARABAI (M. ASMADIANSYAH, S. Pd BARABAL 15 JULI 1987 s1  PEL WA
34 |SMK NEGERI 2 BARABAl  |NABIL ST. BANJARMASIN, 24 NOVEMBER 1992 s1 e WAL 1
35 |SMK NEGERI 2 BARABAI NOVENA RAHMI, S. Pd. ALUAN BESAR, 28 JANUARI 1986 s1 plipelmpnguaiathita 1
36 [SMKN 1 BARABAI LUKMANUL HAKIM BARABAL 19 DESEMBER 1971 SMA GIAN KEPEGAWIAN (PELAKSANA A} |
37 |SMKN 1 BARABAI AHMAD SURIYANTO, SE BANJARMASIX, 10 JANUARI 1993 s1 TAS il
38 |SMKN 1 BARABAI NURUL HAYATI AWANG, 13 JUL1 1992 SMK TAS =7 .7 I!l
39 [SMKN 1 BARABAI FADLLIAH LIMBAR. 19 SEPTEMBER 1982 SMA TAS . '7 i‘
| 40 [sMix 1 BARABAI BAYU RAMADANA, SE TARAS, 20 MARET 1993 s1 TAS
41 |SMKN 1 BARABAI M.KAMRULLAH, S.Pd BARABAL 13 MARET 1988 s1 TAS ﬁ
42 |SMKN 1 BARABAI NORLINA RAHMI, SE BARABAL, 15 ME1 1993 s1 5 ‘H
43 [SMKN 1 BARABAI ISA ANSARI BARABAL 05 FEBRUARI 1990 SMK
44 |SMKN 1 BARABAI ERMINA HIDAYAH, S Pd BARABAL 08 DKTOBER 1988 s1
45 |SMKN 1 BARABAI SYARIFUDIN BARABAI, 04 JUNI 1972 MTS
46 |SMKN 1 BARABAI BAHRUDDIN TABAT, 24 JUL1 1966 MTS
47 |SMKN 1 BARABAI SRIMARLINA AR BARABAL 18 JUNI 1975 SMK _‘
48 [SMKN 1 BARABAI YULIANTI KAYU BAVANG, 6 SEBTEMBER 1996 MTS TENAG
49 |SMKN 1 BARABAI M. MURJANI BARABAL 29 SEPTEMBER 1994 ' ’
50 |SMKN 1 BARABAI FITRIA, S.1. Pust BAKUNG, 26 MARET 1996
51 |SMKN 1 BARABAI RISNAWATI, S.50S MAHANG MATANG LANDUNG, 27 APRIL 1992
52 |SMKN 1 BARABAI MUHAMAD HABIBI, S.Pd HST, 18 NOVEMBER 1989
il '\I' i
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TEMPAT TANGGAI LAHIR
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